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ABSTRAK

Joni Hidayat, 2015: Analisa Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Oper
Kredit (al-Hiwalah) di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Oper kredit merupakan pengalihan hak dan kewajiban dalam hukum
Islam serupa dengan pengalihan hutang (hiwalah). Dalam hal ini terjadi
perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam
istilah ulama, hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari muhil (orang
yang berhutang) menjadi tanggungan muhal ‘alaih (orang yang berkewajiban
membayar hutang). Saat ini, akad pengalihan hutang (hiwalah) juga dapat
diaplikasikan di lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen yang
berbasis Syari’ah, seperti pengalihan hak dan kewajiban (oper kredit). Akad
pengalihan hak dan kewajiban (oper kredit) digunakan jika terjadi penerima
fasilitas tidak memenuhi prestasi yaitu melunasi kewajiban membayar biaya
angsuran pembayaran kepada pemberi fasilitas atau lembaga keuangan terkait
yang sudah jatuh tempo.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana
pemahaman masyarakat Wirowongso terhadap transaksi jual-beli oper kredit ? 2)
Bagaimana praktik transaksi jual-beli oper kredit di Desa Wirowongso
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ? 3) Bagaimana analisis hukum islam
terhadap transaksi jual-beli oper kredit ?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemahaman masyarakat
Wirowongso terhadap transaksi jual-beli oper kredit, untuk mendeskripsikan
praktik transaksi jual-beli oper kredit yang biasa dilakukan masyarakat
Wirowongso dan untuk mendeskripsikan apakah mekanisme pelaksanaan oper
kredit di Desa Wirowongso sudah sesuai dengan hukum islam.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan
analisis deskriptif kualitatif melalui field research (penelitian lapangan) untuk
menganalisis hukum islam terhadap transaksi jual-beli oper kredit yang dilakukan
masyarakat Wirowongso. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara (interview) dan dokumenter.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Masyarakat Wirowongso
memahami bahwasanya transaksi jual-beli oper kredit ini dapat terjadi apabila ada
kedua belah pihak yang bertransaksi melakukan ijab (pernyataan melakukan
hiwalah) dari pihak pertama (muhil), qabul (pernyataan menerima hiwalah) dari
pihak kedua (muhal ‘alaih), dan pihak ketiga (muhal) atau yang dilakukan antara
yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah 2) praktik yang dilakukan
masyarakat Wirowongso terhadap transaksi ini diawali dengan terjadinya problem
dimana nasabah pertama tidak mampu lagi melanjutkan kreditannya, tawar
menawar yang kemudian dilanjut dengan perjanjian sampai akhirnya terjadi
kesepakatan 3) Analisis hukum islam terhadap transaksi jual-beli oper kredit di
Wirowongso adalah boleh atau sah karena sudah memenuhi syarat-syarat tertentu,
baik dari segi obyek, subyek maupun sighahnya.
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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perekonomian merupakan faktor yang penting dalam usaha untuk

mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat

yang adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual.

Perkembangan teknologi dan globalisasi akan membawa pengaruh pada pola

perilaku masyarakat. Adanya pengaruh itu paling tidak ditandai dengan

terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang cenderung semakin

meningkat kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu akan terus bertambah seiring

dengan berjalannya waktu dan bertambahnya penghasilan karena manusia

adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan yang tidak pernah

berhenti dan sifatnya selalu berkembang bahkan berubah, baik jumlah

maupun macamnya. Hal itu sesuai dengan perkembangan kehidupan dan

kemajuan masyarakat. Dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat,

maka akan bertambah pula kebutuhannya.1

Manusia harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya dan menggunakan penghasilannya untuk mendapatkan barang-

barang yang ia butuhkan. Permasalahannya adalah kebutuhan manusia itu

banyak tapi di sisi lain alat pemenuhan kebutuhan tersebut mempunyai

keterbatasan atau penghasilannya tidak cukup untuk membeli barang-barang

1 Agustianto, Fiqh Muamalah Ekonomi dan Keuangan, www.hukum Islam.com tanggal 12-04-
2015

1
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2

tersebut secara tunai, oleh karena itu masyarakat membutuhkan dana

pembiayaan dari pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk pembelian

barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Kebutuhan akan alat transportasi dirasakan mendesak apalagi bagi

mereka yang tinggal didaerah yang tidak terjangkau sarana transportasi

umum. Salah satu cara mengatasi hal tersebut, yaitu dengan memiliki alat

tranportasi sendiri. Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi

menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktifitas sehari-hari.

Keterbatasan financial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki

kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus

dibayar.2

Penjualan melalui sistem kredit mulai marak dan berkembang di

masyarakat seiring dengan banyaknya produk yang diluncurkan ke pasar dan

juga kebutuhan manusia yang kompleks yang juga didorong oleh

kecenderungan masyarakat yang konsumtif, mendorong manusia untuk selalu

mencari alat yang bisa memudahkan aktifitasnya sehari-hari salah satu

kebutuhan penting manusia adalah alat transportasi, untuk mendukung

mobilitas manusia yang semakin tinggi. Sepeda motor adalah salah satu

sarana transportasi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini

menjadi salah satu alternative yang sangat menggiurkan konsumen,

masyarakat yang tadinya kesulitan membeli kendaraan secara tunai, akan

2 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 95.
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3

mudah teratasi dengan mudah dan cepat.3

Jasa pembiayaan merupakan salah satu cara yang digunakan

masyarakat untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan, disamping melalui

badan usaha atau lembaga lainnya yang sama-sama memberikan kredit seperti

melalui jasa perbankan. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis

kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan

oleh bank.4

Keppres Nomor 61 tahun 1988 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak

menarik langsung dana dari masyarakat.5

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pihak perusahaan

pembiayaan konsumen seperti: uang muka kecil, angsuran ringan, proses

cepat, memang semakin memudahkan masyarakat untuk mempunyai sepeda

motor. Melalui pembiayaan konsumen ini, masyarakat berpenghasilan

rendah yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan

dapat teratasi dengan mudah dan cepat terutama bagi mereka yang benar-

benar membutuhkan alat transportasi. Perjanjian ini cukup banyak diminati

oleh masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah, selain keamanan

terjaga karena Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dijadikan

3 Sunaryo, Hukum Lembaga, 95.
4 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, cet 1, (Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 1995), 204.
5 Sunaryo, Lembaga Pembiayaan, 95.
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jaminan, beberapa lembaga pembiayaan mengansuransikan motor yang

sedang dalam masa pelunasan. Hal inilah yang kemudian banyak

masyarakat khususnya dari kalangan menengah ke bawah yang berbondong-

bondong menjadi konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di

beberapa lembaga pembiayaan tersebut. Bagi mereka yang tidak bisa

mengendalikan keinginan konsumtifnya, yang hanya menuruti nafsu sesaat

untuk segera mempunyai barang baru. Banyak yang akhirnya terjebak dalam

lingkaran hutang, yang akhirnya menjadi kredit macet atau pembayaran yang

tidak beres. Para konsumen seperti itulah yang melakukan wanprestasi

karena tidak bisa meneruskan kreditnya.

Perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dibuat

sebagai perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan

konsumen (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Perjanjian pembiayaan

tersebut berfungsi sebagai dokumen sah bagi perusahaan pembiayaan

konsumen dan konsumen.6 Sebagai suatu perjanjian yang menegaskan

tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat pihak penanggung

dengan tertanggung, maka kedua belah pihak harus menaati seluruh isi

perjanjian, karena jika salah satu pihak tidak memenuhi maka dapatlah

dikatakan pihak yang ingkar janji tersebut telah wanprestasi dan berhak

menuntut ganti kerugian, seperti yang tercantum dalam pasal 1239 dan 1240

kitab undang-undang hukum perdata.7

Dari ketentuan di atas dapatlah diketahui bahwa bentuk isi

6 Sunaryo, Lembaga Pembiayaan, 99.
7 Subekti dan R. Tjirosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,, (Jakarta : PT. Pradnya
Paramita, 1989), 291-292.



D
IG

IT
A

L 
LI

B
R

A
R

Y
 IN

ST
IT

U
T 

A
G

A
M

A
 IS

LA
M

 N
EG

ER
I J

EM
B

ER

5

perjanjian harus disepakati oleh para pihak dengan tanpa paksaan. Ketentuan

hukum Indonesia memang menekankan bahwa kesepakatan yang dicapai

para pihak sebagai salah satu dasar fundamental menurut pasal 1321 KUH

Perdata. Pembentukan perjanjian ataupun kontrak yang sah haruslah tidak

didasarkan paksaan, ataupun penipuan atau kekhilafan. Dan dalam pasal

1323 dikatakan paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat

suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian.8

Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terlepas dari faktor

pembiayaan sebagai faktor yang menentukan, maka lahirlah perjanjian

pembiayaan konsumen berdasarkan operkredit yaitu perjanjian pemindahan

hak dan kewajiban, berpindahnya barang jaminan (sepeda motor) dalam

perjanjian pembiayaan konsumen terjadi karena pihak pertama tidak dapat

memenuhi kewajibannya sebagai penerima fasilitas untuk melunasi seluruh

angsuran dan mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain untuk

melanjutkan sisa angsuran. Perjanjian pembiayaan konsumen berdasar oper

kredit itu lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang dapat

disimpulkan dari kata “Semua“ dalam pasal 1338 ayat ( 1 ) KUH Perdata

yang secara lengkap menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, di

samping dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan oper

kredit adalah untuk meminimalisir barang atau kendaraan disita oleh pihak

perusahaan sehingga perusahaan pembiayaan konsumen tidak menjadi

8 Subekti, Hukum Perdata, 305.
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korban dari pembiayaan yang tidak beres.

Ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian ini yaitu penerima

fasilitas (pihak pertama), penerima fasilitas baru (pihak kedua) dan pemberi

fasilitas (lembaga pembiayaan terkait). Sistemnya setelah penerima fasilitas

memang benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar angsuran yang telah

menjadi kewajibannya, maka oleh persetujuan pihak perusahaan barang

jaminan berupa satu unit kendaraan bermotor dialihkan kepada penerima

fasilitas baru lalu penerima fasilitas baru tersebut berkewajiban melakukan

pembayaran kepada pihak perusahaan secara angsuran atau berkala cicilan

yang menjadi tanggungannya karena bersedia dilimpahi tanggungan hutang

berupa pembayaran kredit. Dalam hal ini penerima fasilitas baru sebelumnya

tidak mempunyai hutang kepada pihak pertama, pihak kedua menerima

pelimpahan hak dan kewajiban tersebut karena bersedia dan mampu untuk

melanjutkan pembayaran sisa angsuran.

Berdasarkan fenomena yang terjadi itulah penulis merasa tertarik

untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi. Diharapkan dapat

memberikan pengetahuan bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi

jual beli oper kredit (Al-Hiwalah). Prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam

ekonomi Islam adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan,

sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI

OPER KREDIT (AL-HIWALAH) (studi kasus desa Wirowongso kecamatan

Ajung kabupaten Jember)”
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B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa masalah yang

penulis akan kaji dalam skripsi ini, permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Pemahaman masyarakat desa Wirowongso kecamatan Ajung

Kabupaten Jember terhadap transaksi jual beli oper kredit ?

2. Bagaimana praktek transaksi jual beli oper kredit di Desa Wirowongso

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli oper kredit ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah mengidentifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat desa Wirowongso

terhadap transaksi jual beli oper kredit.

2. Untuk mendeskripsikan praktek oper kredit yang biasa dilakukan

masyarakat desa Wirowongso kecamatan Ajung kabupaten Jember.

3. Untuk mendeskripsikan apakah mekanisme pelaksanaan oper kredit di

Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai

dengan hukum Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian dengan Judul “Analisis hukum Islam terhadap transaksi

jual-beli oper kredit (Al-Hiwalah) di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung

Kabupaten Jember” ini merupakan bentuk rasa keingintahuan peneliti
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8

tentang praktik oper kredit yang dilakukan masyarakat desa Wirowongso

kecamatan Ajung kabupaten Jember.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat, menambah keilmuan dan wawasan

masyarakat berkenaan hukum Islam terhadap transaksi jual beli oper

kredit di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

khususnya. Dan dapat memberikan sumbangan Pemikiran serta

informasi bagi semua pihak, terutama pemerhati hukum Islam dan

juga sebagai evaluasi terhadap transaksi jual beli oper kredit di desa

Wirowongso kecamatan Ajung kabupaten Jember sekaligus sebagai

acuan dan masukan dalam membuat kebijaksanaan yang akan datang.

b. Sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan

pengalaman berkenaan sudut pandang hukum Islam terhadap transaksi

jual beli oper kredit, bagi peneliti khususnya serta umumnya bagi para

peneliti yang membutuhkan dan kemudian dapat digunakan sebagai

rujukan penelitian berikutnya.

2. Praktis

a. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah

yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk
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9

mendapat gelar Sarjana Starata Satu (S1).

b. Bagi almamater IAIN Jember dan Mahasiswa Muamalah diharapkan

dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.



D
IG

IT
A

L 
LI

B
R

A
R

Y
 IN

ST
IT

U
T 

A
G

A
M

A
 IS

LA
M

 N
EG

ER
I J

EM
B

ER

10

E. DEFINISI ISTILAH

1. Jual beli

Adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara

yang sudah ditentukan oleh syari’at Islam, yakni memenuhi syarat-syarat

jual beli.

2. Al-Hiwalah

Istilah oper kredit dalam ekonomi mempunyai arti pengambil alihan

atau akuisisi.9 Sedangkan dalam hukum Islam pemindahan hutang dikenal

dengan nama hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang

berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung.10 Bahwa terkadang

seseorang tidak dapat membayar hutang-hutangnya secara langsung,

karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain.

3. Hukum Islam

Hukum Islam berarti peraturan-peraturan yang dirumuskan melalui

wahyu Allah SWT, dan sunnah Rasullullah SAW mengenai tinggkah laku

manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat kepada seluruh umat

muslim.11

Menurut Abdul Ati hukum Islam memiliki fungsi ganda, yakni

fungsi Syari’ah dan fungsi Fiqh. Syari’ah merupakan fungsi kelembagaan

yang diperintahkan Allah untuk perseorangan dalam mengatur

hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, dan dengan

9 Damos O.V.Y. Sihombing, Kamus Lengkap Ekonomi,edisi-2 (Jakarta:Erlangga, 1994) , 637.
10 Gemala Dewi, Hukum Perikatan di Indonesia (Jakarta:Prenda Media,2005), 79.
11 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 23.
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semua makhluk didunia ini. Sedangkan fiqh merupakan produk daya pikir

manusia. Fiqh merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya

mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syari’ah secara

sistematis.12

Transaksi jual beli oper kredit yang menjadi kajian dari penelitian ini

adalah suatu kebiasaan atau tatacara bermu’amalah yang dilakukan oleh

masyarakat desa Wirowongso kecamatan Ajung kabupaten Jember, yang

mana mereka menggunakan akad jual beli (bai’) dalam praktiknya.

Dalam pembahasan penelitian ini, pembahasan yang akan dianalisis

terkait dengan fungsi fiqih, yakni mengkaji hukum mu’amalah yang terkait

dengan penafsiran dan pengqiyasan dengan hukum-hukum yang telah

diijtihadkan sebelumnya. Sebagaimana kaidah fiqih berikut :

باَحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَليِْلٌ عَلَى تحَْريمِِْهَا أَلأَْصْلُ فىِ الْمُعَامَلاَتِ الإِْ
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengharamkannya”.13

Sedangkan hukum fiqih mu’amalah yang dimaksudkan dalam

penilitian ini adalah pendapat para ulama’-ulama’ ahli fiqih terutama para

imam madzhab dan ulama’ lainnya yang ahli di bidang fiqih muamalah.

12Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh (Paradigma Penelitian Fiqh & fiqh Penelitian), Jilid I
(Bogor: Kencana, 2003), 4.
13 Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah (Yoyakarta: Pustaka
Zeedny, 2009), 159.
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F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan hasil penelitian ini meliputi bagian muka (awal) bagian

awal, dan bagian penutup. Masing-masing bagian tersebut terbagi dalam

beberapa bagian yang terpapar dibawah ini:

Bagian awal dari skripsi ini terdiri dari: halaman judul, halaman

pengesahan, abstrak, halaman motto, dan halaman daftar isi.

Bagian isi skripsi ini meliputi pokok dari skripsi yang tertuang

dalam lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, devinisi istilah, metode penelitian dan

sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian kepustakaan; dalam bab ini terdiri dari penelitian

terdahulu dan kajian teori.

BAB III: M etode Penelitian; Bab ini membahas tentang pendekatan

dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-

tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV: Penyajian data dan analisis; Bab ini berisikan gambaran

obek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan ( analisis data ).

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dari analisa hukum Islam

terhada pokok permasalahan yang timbul dari transaksi jual-beli al-Hiwalah

dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.



D
IG

IT
A

L 
LI

B
R

A
R

Y
 IN

ST
IT

U
T 

A
G

A
M

A
 IS

LA
M

 N
EG

ER
I J

EM
B

ER

13

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan beberapa judul

skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini:

1. Ali Mahmudi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pelaksanaan Hiwalah Dari Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran

(Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum cabang Semarang) yang

penulisannya menitikberatkan pada pelaksanaan hiwalah dari pembayaran

klaim kebakaran di PT. Asuransi Takaful umum cabang Semarang.

2. Nanik Rosyidah (96382497) yang merupakan mahasiswa UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Perspektif Hukum Islam Terhadap

Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga. Adapun objek penulisannya

menitikberatkan pada sistem pelaksanaan anjak piutang (Factoring) dalam

perspektif hukum Islam.

3. Kurniawati Retno Dewi (21020050) dengan judul: Analisa Hukum

Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Jual Beli Kredit (Studi Analisis Pada

PT F.I.F Syari’ah Yogyakarta). Adapun objek penulisannya

menitikberatkan pada mekanisme kredit dalam sistem murabahah yang

dilakukan di PT. F.I.F Syari’ah Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

4. Husnur Rosyidah (angkatan 2001) yang merupakan mahasiswa UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Penyelesaian Kredit Macet Pada Sewa-Beli Kendaraan Bermotor, yang

13
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mengambil penelitian di dealer motor Suzuki. Dalam skripsinya lebih

menekankan masalah pada proses penyelesaian wanprestasi yang

dilakukan oleh pihak konsumen (debitur) dalam perjanjian sewa-beli

motor pada PT. Suzuki Indo Muda Jaya Motor. Adapun objek

penulisannya menitikberatkan pada penyelesaian kredit macet antara

konsumen (penerima fasilitas) dengan pihak perusahaan (PT. Suzuki Indo

Muda Jaya Motor) tanpa melibatkan pihak ketiga (penerima fasilitas baru)

B. KAJIAN TEORI

a. Beberapa Prinsip Terkait Dengan Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar

(pertukaran), dan kata jual beli dipergunakan biasanya dalam pengertian

yang sama, dua kata ini masing-masing mempunyai arti atau makna

yang satu sama lain saling bertolak belakang.14

Menurut Nasrun Haroen jual beli dalam istilah fiqih disebut

yang berarti menjual, menganti dan menukar sesuatu dengan yang lain.

Lafadz dalam bahasa Arab terkadang dipergunakan untuk pengertian

lawannya, yakni kata (beli), dengan demikian kata berarti jual, tetapi

sekaligus juga berarti beli.15

Secara terminologi tersebut beberapa definisi jual beli yang

dikemukakan oleh ulama’ fiqih sekalipun subtansinya dan tujuan

masing-masing definisi sama.

14 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 84.
15 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah (Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.



D
IG

IT
A

L 
LI

B
R

A
R

Y
 IN

ST
IT

U
T 

A
G

A
M

A
 IS

LA
M

 N
EG

ER
I J

EM
B

ER

15

Ulama’ Hanafi mendefinisikan jual beli dengan:

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Dalam definisi ini terkadang pengertian bahwa cara yang khusus

yang dimaksud ulama’ Hanafiyah adalah melalui ijab (uangkapan

membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual)

atau juga boleh melalui saling memberikan barang dengan harga dari

penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjual belikan.

Menurut ulama Hanafiyah menjual belikan bangkai, minuman keras

dan darah adalah tidak sah karena tidak termasuk sesuatu yang diperjual

belikan.

Defini lain diberikan oleh Ibnu Qudamah:

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik”,

dan “pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya

tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (ijarah).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta)

terdapat perbedaan pengertian antara ulama’ Hanafiyah dengan Jumhur

ulama’. Akibat dari perbedaan itu muncul pula hukum yang berkaitan

dengan jual beli itu sendiri. Menurut ulama’ yang dimaksud ”al-mal”

adalah materi dan manfaat, oleh karena itu manfaat dari suatu benda

seperti didiperjual belikan. Ulama’ Hanafiyah mengartikan “al-mal”

dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan

hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan jual beli.
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Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara

saling menukar harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana

lazimnya zaman sekarang. Karena masyarakat primitif belum mengenal

adanya alat seperti uang. Misalnya satu ikat kayu bakar ditukar dengan

satu liter beras atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan

pisang. Untuk melihat apakah antara orang yang saling tukar itu

sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual

beli seperti ini dalam fiqih disebut al-Muqayadah.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong antara sesama umat manusia

mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan Hadits, terdapat

sejumlah ayat dalam Al-Qur’an yang berbicara tentang jual beli

diantarannya dalam surat Al-Baqarah: 275.

      
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-
Baqarah: 275)16

               
       

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang
lain dengan jalan batil keculai dengan jalan perniagaan atau jual beli
suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu bunuh dirimu
(saudaramu), sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.
An-Nisa’: 29)17

16 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 69. ; Mardani, Ayat-Ayat dan Hadits
Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 13.
17 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 122. ; Mardani, Ayat-Ayat dan Hadits
Ekonomi Syariah, 12.
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Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela

dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak

melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau

perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi

diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu

didasari atas suka sama suka.

Sedangkan landasan hukum praktek jual beli dalam Hadits

Rasulullah Saw. Diantaranya adalah Hadits dari Rifa’ah ibn Rafi’,

bahwa:

عَنْ رفِاَعَةَ بْنِ راَفِعٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ 
رُوْرٍ : قَالَ أَطْيَبُ؟ ف ـَ )رواه البزار وصححه الحاكم(عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ بَـيْعٍ مَبـْ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu
'alaihi wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?”
Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya
sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.
(Hadits riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim
Rahimahumallah)18

Artinya jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-

kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT.

3. Hukum jual beli

Dalam kandungan ayat-ayat Al-Qur’an Dan Al-Hadits diatas

para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah

mubah (boleh), akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu para pakar

fiqih Maliki berpendapat bahwa hukumnya boleh berubah menjadi

wajib, seperti contoh ketika menjadi praktek ihtikar (penimbunan

18 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.
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barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

Apabila sesorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya

harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurut para pakar

ilmu fiqih Maliki, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu untuk

menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan

harga. Dalam kasus semacam itu pedagang wajib menjual harganya

sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip

ulama Maliki bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total,

maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Akan tetapi hukum jual beli itu bisa sesuai dengan situasi dan

kondisi yang ada, antara lain:

a. Mubah (boleh) adalah hukum asal jual beli; akan tetapi masuk

dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli, barulah dianggap

sah menurut syara’.

b. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa,

begitu juga dengan qadhi’ yang menjual harta orang mufis (orang

yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).

c. Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi

dan kepada orang lain yang berhajat kepada barang itu.

d. Makruh, seperti jual beli pada waktunya panggilan adzan shalat

jum’at.19

19 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafikindo Persada,
2000), 74.
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e. Haram, yaitu apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli

yang telah ditentukan oleh syara’.

f. Sah tetapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara’ sah-sah

saja. Hanya saja tidak diizinkan oleh agama, yang menjadi pokok

larangannya adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau

kepada orang lain, dan menyempitkan gerakan pasaran serta

merusak ketentuan umum.

4. Rukun dan syarat jual beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang

harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’.dalam

menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama’

madzhab Hanafi dengan jumhur ulama’.

Rukun jual beli menurut ulama’ madzhab Hanafi hanya satu

yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual

beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk menjual dan

membeli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang

sering tidak terlihat, maka diperlukan indicator yang menunjukkan

kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indicator itu bisa tergambar

dalam ijab qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan

harga barang.

Hal ini berbeda dengan jumhur ulama’ yang mengatakan bahwa

rukun dari jual beli ada empat, yaitu:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
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b. Sighat (lafad ijab dan qabul)

c. Ada barang yang dibeli

d. Ada nilai tukar penganti barang.

Menurut madzhab Hanafi orang yang berakad, barang yang beli,

dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual jual beli, bukan

rukun.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang

dikemukakan oleh jumhur ualama diatas, adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad. Ulama fiqih sepakat mengatakan

bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

1) Berakal, jual beli yang dialakukan anak kecil yang belum

berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil

yang sudah mumayyiz menurut ulama’ madzhab Hanafi

akadnya sah, apabila akad yang dilakukan membawa

keuntungan bagi dirinya, sebaliknya apabila akad itu membawa

kerugian bai dirinya maka tindakan hukumnya tidak bisa

dilaksanakan. Menurut jumhur ulama oarng yang melakukan

akad jual beli itu harus akil baliqh dan berakal.20 Apabila orang

yang berakad itu masih mumayyiz maka jual belinya tidak sah

sekalipun mendapat izin dari walinya.

20 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Surabaya: At-Thahiriah, 2000), 209.
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2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya

seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang besamaan

sebagai penjual sekalipun pembeli.

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul. Ulama’ fiqih sepakat

menyatakan bahwa unsur pertama dari jual beli adalah kerelaan

dari kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab qabul

yang berlangsung. Menurut mereka ijab qabul perlu diungkapkan

secara jelas dan dalam transaksi yang besifat mengikat kedua belah

pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli

maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan.

Dizaman sekarang perwujudan ijab qabul tidak lagi

diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil

barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang

dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya dipasar

swalayan dalam fiqih Islam disebut “Bay al-Mu’atah” dalam kasus

diatas terdapat perbedaan dikalangan ulama’ fiqih. Jumhur ulama’

berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila

hal tersebut sudah merupakan kebiasaan masyarakat disitu. Ulama

madzhab syafi’i berpendapat, transaksi jual beli harus dilakukan

dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui kalimat ijab qabul,

oleh sebab itu Bay al-Mu’atah hukumnya tidak sah, tetapi sebagian

ulama’ syafi’i yang muncul belakangan seperti Iman Nawawi dan



D
IG

IT
A

L 
LI

B
R

A
R

Y
 IN

ST
IT

U
T 

A
G

A
M

A
 IS

LA
M

 N
EG

ER
I J

EM
B

ER

22

Al-Bagawi bahwa jual beli al-Mu’atan adalah sah apabila sudah

merupakan kebiasaan suatu masyarakat didaerah tertentu.

c. Syarat barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu,

misalnya disebuah toko.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermafaat bagi manusia, kalau seperti

bangkai, khomr dan darah tidak sah diperjual belikan karena

dalam pandangan syara’ benda itu tidak bermanfaat bagi

manusia.

3) Milik seseorang, barang yang sifat nya belum dimiliki seseorang

tiboleh diperjual belikan, seperti ikan dilaut atau emas dalam

tanah.

4) Bisa diserahkan saat akad beralngsung atau pada waktu yang

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang) termasuk unsur terpenting dalam

jual beli, untuk zaman sekarang adalah uang. Terkait dengan

masalah nilai tukar ini, ulama’ fiqih membedakan nilai tukar ini

menjadi dua, yaitu: As-Samn dan As-Si’r, menurut mereka as-samn

adalah harga pasar yang berlaku ditangah-tengah masyarakat secara

actual, sedangkan as-si’r adalah modal barang yang seharusnya

diterima para pedagang sebelum dijual di konsumen. Dengan
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demikian harga barng itu ada dua yaitu harga antara pedagang dan

harga antarapedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah as-

samn, ulama mengemukakan syarat as-samn sebagi berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas

jumlahnya.

2) Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara umum,

seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila harga

barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu

pembayarannya harus jelas.

3) Apabila jual beli itu dilakuakan secara barter (Al-Muqayadah)

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang

diharamkan syara’.

4) Maka apabila rukun dan sayarat jual beli di atas sudah

terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah dan

mengikat. Karena pihak penjual dan pembeli tidak lagi

membatalkan jual beli tersebut, kecuali ada perjanjian

5. Macam-macam Jual Beli

Ulama madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah tidaknya

menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang sahih, yaitu apabila jual beli itu disyari’atkan

memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjual

belikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak khiyar
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lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sahih, misalnya

seorang membeli buku, seluruh rukun dan syarat jual beli telah

terpenuhi, buku itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada

cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan

harga buku itupun telah diserahkan. Jual beli seperti ini hukumnya

boleh (sahih) dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal. Apabila jual beli itu salah satu atau seluruh

rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya

tidak disyari’atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak,

orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang

diharamkan syara’ (seperti bangkai, babi dan darah). Adapun jenis

jula beli yang batil adalah sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.21

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya

baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan.

4) Jual beli benda-benda najis, sperti darah.

5) Menjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak

boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki

seseorangmerupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh

dijual belikan.22

21 Ibnu Rasyid, Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazoli Said dan A. Zaitun (Jakarta: Pustaka
Amani, 1995), 66.
22 Rasyid, Bidayatul, 69.
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c. Jual beli yang fasid. Ulama’ madzhab Hanafi membedakan jual beli

fasid dan jual beli batil, apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait

dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batil (batal)

seperti menjual belikan benda-benda haram (babi, khamr dan

darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga

barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Jual

beli fasid ini dikatakan menyerupai dan menjerumus kepada riba,

karena dalam menentukan harganya sipembeli tidak melihat

barangnya. Seperti jual buah buahan atau padi-padian yang belum

sempurna matangnya untuk dipanen. Alasanya adalah hadits

Rasulullah Saw. Yang melarang menjual belikan buah buahan

pohonya sampai buahnya itu matang. (HR. Bukhari Muslim)

Jumhur ulama’tidak membedakan jual beli fasid dengan jual

beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Jual beli yang sahih, dan

2. Jual beli yang batil

Jika rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi, maka jual

beli itu “sahih”, sebaliknya apabila salah satu rukun dan syarat jual

beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu “batil”.

6. Unsur Kelalaian Dalam Transaksi Jual Beli

Dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika

akad berlangsung maupun disaat-saat penyerahan barang atau penjualan

atau penyerahan harta (uang) oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian itu
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ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Bentuk-bentuk

kelalaian itu menurut pakar fiqih diantaranya adalah:

1) Barang yang dijual bukan milik penjual (barang itu sebagai titipan

atau barang Al-Wadi’ah)

2) Jaminan hutang ditangan penjual (Ar-Rahn)

3) Barang itu adalah hasil curian atau menurut perjanjian barang itu

harus diserahkan kerumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi tidak

diantarkan atau tidak tepat waktu atau barang itu rusak dalam

perjalanan.

4) Barang yang diserahkan tidak sesuai dengan contoh yang disetujui,

dan resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus

membayar ganti rugi terhadap barang itu (barang yang telah diterima).

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengiriman

barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakuakan dengan

unsur kesengajaan, maka pihak penjual juga harus membayar ganti rugi.

Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau

tidak) atau barang yang tidak sesuai dengan contoh yang disepakati,

maka barang harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini (dalam istilah

fiqih) disebut dengan “Ad-Dhamar” yang secara harfiah adalah jaminan

atau tanggungan.

Para pakar fikih mengatakan bahwa Ad-Dhamar ada kalanya

berbentuk barang ada kalanya berbentuk uang. Pentingnya Ad-Dhamar
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dalam jual beli adalah agar dalam jual beli itu tidak terjadi perselisihan

terhadap akad yang disetujui oleh kedua belah pihak. Segala bentuk

tindakan yang merugikan kedua belah pihak baik terjadi sebelum

maupun sesudah akad, menurut ulama fiqih resikonya ditanggung oleh

pihak yang menimbulkan kerugian.23

b. Tinjauan Umum Tentang Hiwalah

1. Pengertian

Secara etimologi pengalihan hutang dalam hukum Islam disebut

sebagai hiwalah yang mempunyai arti lain yaitu al-intiqal dan at-

tahwil, artinya adalah memindahkan atau mengalihkan.24 Abdurrahman

al-Jaziri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah secara

etimologi adalah Perpindahan dari satu tempat ketempat lain.

Secara etimologi hiwalah juga berarti pengalihan, pemindahan,

perubahan kulit dan memikul sesuatu diatas pundak.25

Sedangkan secara terminologi bisa didefinisikan sebagai

memindahkan sebuah tanggungan atau hutang menjadi tanggungan

orang lain.26 Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari seseorang

yang berhutang kepada orang lain, dan orang lain tersebutlah yang

wajib menanggungnya. Penjelasan yang dimaksud adalah seseorang

yang memiliki hutang dan memindahkan hutangnya kepada orang lain

disebut sebagai muhil, orang yang mempunyai hutang dan menerima

23 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah¸ 121.
24 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 (Libanon : Daar al-Fikr, 1987), 178.
25 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), 219.
26 Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 415.
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hiwalah atas muhil disebut muhal, sedangkan orang yang

berkewajiban membayar hutang atau yang dilimpahi hutang oleh

muhil disebut muhal ‘alaih.27

Untuk mengetahui lebih jauh tentang hiwalah secara

terminologi, berikut pendapat dari beberapa ulama’ tentang hiwalah :

a) Menurut Hanafiyah hiwalah adalah :

نَـقْلُ الْمُطاَ لبَِةِ مِنْ دِمَّةِ الْمَدْيُـوْنِ إِلىَ دِمَّة الْمُلْتـَزَمِ 
“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada
yang lain yang punya tanggung jawab pula”.

b) Menurut Sayyid Sabiq hiwalah adalah:

“Pemindahan hutang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan
muhal ‘alaih”.

c) Abdurrahman al-jaziri hiwalah adalah:

يْنَ مِنْ دِمَّةٍ إِلىَ دِمّةٍ نَـقْلُ الدَّ 
“Pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi
tanggung jawab orang lain”.

d) Syihab al-din al-galyubi hiwalah adalah:

يْنٍ مِنْ دِمَّةٍ إِلىَ دِمَّةٍ تَضِىْ انِْـتـَقَالُ دَ عَقْدٌ يَـقْ 
“Akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang
ke orang lain”.

e) Ensiklopedi Islam hiwalah adalah

“Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama
kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang atau
membayar hutang dari atau kepada pihak ketiga, karena pihak
ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang
kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada
pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada pihak

27 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, edisi-2 (Yokyakarta: Ekonisia,2004),
71.
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pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran
yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan kesepakatan
bersama”.28

Dari beberapa penjelasan tentang hiwalah, penulis

menyimpulkan bahwa hiwalah merupakan pengalihan hutang, baik

berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk

mendapatkan pembayaran hutang, dari orang lain disertai rasa percaya

dan kesepakatan bersama.

2. Landasan Hukum Hiwalah

Sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam Islam harus

dilandasi dengan sumber-sumber hukum Islam, agar dapat mengetahui

apakah transaksi atau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum

Islam atau tidak. Begitu juga transaksi hiwalah untuk mengetahui

kebolehannya harus dilihat dimana sumber hukum Islam menyebutkan:

a) Hadits

Pelaksanaan hiwalah menurut Nabi Muhammad SAW

adalah dibolehkan, ini sesuai dengan hadits beliau:

مِطْلُ : قاَ لَ رَسُوْ لَ االلهُ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : عَنْ اَبيِْ هُرَ يْـرةََ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قاَ لَ 
)رواه البخا رى ومسلم(عَلَى مَلِئٌ فاَ لْيَتَّبِعْ الْغَنيِْ ظلََمُ وَاِذَا اتَّبِعْ اَحَدُ كُمْ 

Dari Abi Hurairah ra., ia berkata: bahwa Nabi Muhammad
SAW bersabda: Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan
oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang
kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka
hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut) (H.R. Bukhori
dan Muslim).29

28 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve,1997), 559.
29 Al Imam Abi Abdillah Ibn Ibrahim al-Bukhori, Shahih Bukhori, Jilid 3(Beirut: Daaral Fikr,
1981), 683.
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Pada hadits di atas telah jelas bahwa kegiatan mengalihkan

hutang atau hiwalah kepada orang yang mampu untuk

membayarnya diperbolehkan dan Rasulullah memerintahkan

kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang

menghiwalahkan kepada orang kaya dan berkemampuan,

hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia

mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya

(muhal’alaih), dengan demikian haknya dapat terpenuhi

(dibayar).30

b) Ijma’

Sebagian ulama berpendapat bahwa pengalihan hutang

tersebut wajib diterima oleh muhal ‘alaih atau orang yang

dihiwalahi. Sedangkan mayoritas ulama memandang bahwa

perintah untuk menerima hiwalah itu menunjukkan sunnah.31

Para ulama sepakat membolehkan hiwalah. Praktek

Hiwalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang /

benda, karena hiwalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu

harus pada uang atau kewajiban financial.32

3. Rukun dan Syarat Hiwalah

Menurut Hanafiyah, bahwa rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab

30 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,Terjemah oleh Kamaludin. A. Marsuki, Jilid 13 (Bandung: PT.
Alma’arif, 1997), 42.
31 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori dan Praktik. Cet 1, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), 126.
32 Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : IIIT
Indonesia,2003), 93.
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(pernyataan melakukan hiwalah) dari pihak pertama yaitu, dan qobul

(pernyataan menerima hiwalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga atau

yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima

hiwalah.33 sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali,

rukun hiwalah ada enam yaitu:

a) Muhil (orang yang memindahkan penagihan yaitu orang yang

berhutang).

b) Muhal (orang yang dipindahkan hak penagihannya kepada orang

lain yaitu orang yang mempunyai piutang).

c) Muhal ‘alaih (orang yang dipindahkan kepadanya obyek

penagihan atau orang yang dihiwalahi yaitu orang yang

berkewajiban melaksanakan hiwalah).

d) Muhal bih (hak yang dipindahkan yaitu hutang muhil kepada

muhal).

e) Hutang muhal ‘alaih kepada muhil.

f) Shighat hiwalah (pernyataan hiwalah yaitu, ijab dan qobul. Ijab

dari muhil dengan kata-katanya: “aku hiwalahkan hutangku kepada

si fulan”. Dan qabul adalah dari muhal ‘alaih dengan kata-katanya

“aku terima hiwalah engkau”).34

Syarat hiwalah madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali

berpendapat bahwa perbuatan hiwalah menjadi sah apabila terpenuhi

syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, pihak kedua, dan

33 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 222.
34 Dahlan, Hukum Islam, 561
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pihak ketiga, serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri.35

Adapun syarat-syarat hiwalah menurut para fuqaha adalah:

a) Syarat yang diperlukan pada muhil (orang yang mengalihkan

hutang) adalah:

1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad,

yaitu baligh dan berakal. Hiwalah tidak sah jika dilakukan

oleh anak-anak, meskipun ia sudah mengeri (mumayyiz),

ataupun dilakukan oleh orang gila.

2) Adanya pernyataan persetujuan atau kerelaan (ridla). Jika

muhil dipaksa untuk melakukan hiwalah, maka akad tersebut

tidak sah. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan

bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga

dirinya jika kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan

kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berutang

padanya.36

b) Syarat yang diperlukan pada muhal (orang yang memberi hutang)

adalah:

1) Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh dan berakal,

sebagaimana muhil.

2) Madzhab Hanafi, sebagian besar Madzhab Maliki dan

Syafi’i mensyaratkan adanya persetujuan muhal terhadap

muhil yang melakukan hiwalah. Adanya persyaratan ini

35 Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti), 97.
36 Sjahdeni, Tata Hukum Perbankan Indonesia, 97.
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berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam

membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada

yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan

hutang itu merupakan hak muhal. Karena memang muhal

mempunyai hak yang ada pada tanggungan muhil, maka tidak

mungkin terjadi perpindahan tanpa kerelaan.37 Ada pendapat

yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan adanya kerelaan

dari muhal, karena ia wajib menerimanya sesuai dengan sabda

Rasulullah SAW:

)رواه احمد والبيحقي( اِذَ اَحِيْلُ اَحَدُ كُمْ عَلَي مِلْئٌ فَـلْيَحْتَلْ 
”Dan jika salah seorang di antara kamu dihiwalahkan kepada
orang yang kaya, maka terimalah”.38

Juga, dikarenakan muhal harus meminta haknya

untuk dipenuhi, baik secara langsung oleh muhil atau oleh

orang lain (muhal ‘alaih) sebagai penggantinya. Karena orang

yang berhutang mendudukkan muhal sebagai posisinya dalam

masalah pemenuhan haknya, sehingga tidak membutuhkan

kerelaan dari orang yang mendapatkan hak tersebut.39 Jika

perbuatan hiwalah dilakukan secara sepihak saja, pihak muhal

dapat saja merasa dirugikan, misalnya, apabila ternyata bahwa

pihak muhal ‘alaih sulit membayar hutang tersebut. Madzhab

37 Dahlan, Hukum Islam, 561.
38 Imam Taqiyuddin, alih bahasa KH. Syarifuddin Anwar, Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang
Saleh),(Surabaya: Bina Iman,1995), 612.
39 Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Nor Hasanuddin,lc,MA,et al,Fiqih Sunnah,Jilid 4,(Jakarta: Pena
Pundi Aksara,1997),cet-7, 224.
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Maliki dan Syafi’i menambahkan alasan kemestian adanya

persyaratan ini adalah karena kalimat perintah dalam hadits

Rasulullah yang menyebutkan “maka hendaklah ia beralih”

hal ini menunjukkan bahwa perbuatan hiwalah hanya sunnah

saja, bukan wajib. Dengan demikian, pihak muhal tidak dapat

dipaksa untuk menerima akad hiwalah. Sementara Madzhab

Hambali tidak menetapkan persyaratan ini pada pihak muhal,

karena mereka berpendapat bahwa kalimat perintah dalam

hadits Rasulullah menunjukkan bahwa hiwalah itu wajib,

sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak muhal

dan muhal ‘alaih. Apabila pihak muhal dan pihak muhal ‘alaih

tidak menyetujui tindakan tersebut, menurut Madzhab

Hambali, mereka dapat dipaksa untuk melaksanakannya,

sepanjang mereka mengetahui adanya tindakan muhil.40

c) Syarat yang diperlukan bagi muhal ‘alaih adalah:

1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad,

sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.

2) Madzhab Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan

persetujuan dari pihak muhal ‘alaih. Sedangkan ketiga

Madzhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan Madzhab

Hanafi adalah tindakan hiwalah merupakan tindakan hukum

yang melahirkan pemindahan kewajiban muhal ‘alaih untuk

40 Dahlan, Hukum Islam, 561.
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membayar hutang kepada pihak muhal, sedangkan kewajiban

membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia

sendiri yang berhutang kepada pihak muhal. Karena itu,

kewajiban tersebut hanya dapat dibebankan kepadanya jika ia

menyetujui hiwalah tersebut. Adapun alasan Madzhab

Maliki, Syafi’i, dan Hambali adalah bahwa dalam akad

hiwalah, muhal ‘alaih dipandang sebagai obyek akad, dan

karena itu persetujuannya tidak merupakan syarat sahnya

hiwalah.

3) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani

menambahkan bahwa qabul (pernyataan menerima akad)

tersebut dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di

dalam suatu majelis akad.41

Fuqaha berpendapat bahwa hiwalah (perpindahan hutang)

merupakan suatu kegiatan muamalah yang memandang persetujuan

atau kerelaan kedua belah pihak memang diperlukan.42 Karena

pada prinsipnya kegiatan muamalah dilaksanakan dengan

memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan,

unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip

ini menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang

41 Sjahdeini, Tata Hukum Perbankan Indonesia, 98.
42 Hendro Wibowo, Pengalihan Hutang Dalam Hukum Islam,Artikel dari www.hukum Islam.com.
Tanggal 12-08-2008.
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unsur penindasan tidak dibenarkan.43

Adapun syarat yang diperlukan terhadap hutang yang

dialihkan (al-muhal bih) adalah:

a) Yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam

bentuk utang- piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan

itu belum merupakan utang-piutang yang pasti, misalnya,

mengalihkan hutang yang timbul akibat jual beli yang masih

berada dalam masa khiyar (masa yang dimiliki pihak penjual

dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli

dilanjutkan atau dibatalkan), maka hiwalah tidak sah. Ulama

fiqh sepakat menyatakan bahwa persyaratan ini berlaku pada

hutang muhil kepada muhal. Mengenai hutang pihak muhal

kepada muhal ‘alaih, Madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali

juga memberlakukan persyaratan ini, tetapi Madzhab Hanafi

tidak memberlakukannya.

b) Apabila pengalihan hutang tersebut dalam bentuk hiwalah

al- muqayyadah, semua ulama fiqh sepakat menyatakan

bahwa baik hutang muhil kepada muhal maupun hutang

muhal ‘alaih kepada pihak muhil, mestilah sama dalam

jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut

terdapat perbedaan jumlah (misalnya: hutang dalam bentuk

uang), atau perbedaan kualitas (misalnya: hutang dalam

43 Ahmad Azhar Basjir,Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam), (Yokyakarta:
Universitas Islam Indonesia,1990), 10.
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bentuk barang), maka hiwalah tidak sah. Akan tetapi jika

pengalihan itu dalam bentuk hiwalah Al-Mutlaqah

sebagaimana yang dibenarkan Madzhab Hanafi, maka kedua

hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun

kualitasnya.

c) Madzhab Syafi’i menambahkan bahwa kedua hutang tersebut

mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika

terjadi perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran di antara

kedua hutang tersebut, maka hiwalah tidak sah.44

Dengan demikian syarat yang diperlukan terhadap hutang

yang dialihkan (muhal bih ) adalah sama dalam bentuk pemenuhan

hak, seperti jenis, jumlah, pelaksanaan, tempo waktu, dan mutu.

4. Macam-macam Hiwalah

Ditinjau dari segi obyeknya hiwalah dibagi 2, yaitu:

a) Hiwalah al-Haqq (pemindahan hak)

Hiwalah haqq adalah pemindahan piutang dari satu piutang

kepada piutang yang lain atau pemindahan hak untuk menuntut

hutang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi

hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang

lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti,

yang berganti adalah piutang. Ini terjadi piutang A mempunyai

hutang kepada piutang B.

44 Dahlan, Hukum Islam, 562.
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b) Hiwalah ad-Dain (pemindahan hutang)

Hiwalah ad-dain adalah pemindahan hutang kepada orang

lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari hiwalah

haqq, karena pengertiannya sama dengan hiwalah yang telah

diterangkan di depan yakni yang dipindahkan itu kewajiban untuk

membayar hutang.45

Menurut Hanafiyah hiwalah dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Hiwalah al-Mutlaqah (pemindahan mutlak)

Hiwalah al-mutlaqah adalah perbuatan seseorang yang

memindahkan hutangnya kepada orang lain dengan tidak

ditegaskan sebagai pemindahan hutang maksudnya jika orang yang

berhutang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua)

mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari

pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Menurut ketiga

madzhab selain Hanafi, jika muhal ‘alaih tidak punya utang

kepada muhil, maka hal ini sama dengan kafalah, dan ini harus

dengan keridhoan atau kerelaan tiga pihak (muhtal, muhil, muhal

‘alaih).

Menurut Madzhab Hanafi membenarkan terjadinya hiwalah

al- mutlaqah berpendapat, bahwa jika akad hiwalah al-mutlaqah

terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban

antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika

45 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid 6, (Beirut: Daaral al-Fikr,1984), 4197
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melakukan akad utang-piutang sebelumnya, masih tetap berlaku,

khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak

sama.46

2) Hiwalah al-Muqayyadah

Hiwalah al-muqayyadah adalah perbuatan seseorang yang

memindahkan hutangnya dengan mengaitkan piutang yang ada

padanya yakni pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang

pihak muhil kepada pihak muhal ‘alaih Maksudnya jika muhil

mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal ‘alaih karena

yang terakhir punya hutang kepada muhal. Inilah hiwalah yang

boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama’.47

Dengan demikian, hiwalah Al-Muqayyadah pada satu sisi

merupakan hiwalah Al-Haqq, karena mengalihkan hak untuk

menuntut piutangnya dari C kepada A. sedangkan disisi lain,

sekaligus merupakan Hiwalah Ad-Dain, karena B mengalihkan

hutang kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.

5. Akibat Hukum Hiwalah

Jika akad hiwalah telah terjadi, maka timbul akibat hukum dari

akad tersebut antara lain:

1) Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk

membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi

terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama Madzhab Hanafi,

46 Sayyid Syabiq, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, , Fikih Sunnah, (Bandung : PT.
Ma’arif,1997), 43.
47 Dahlan, Hukum Islam, 560.
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kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum

melunasi hutangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana

disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad tersebut

didasarkan atas prinsip saling percaya.

2) Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk

menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.

3) Madzhab Hanafi yang membenarkan terjadinya Hiwalah Al-

Mutlaqah berpendapat bahwa jika akad Hiwalah Al-Mutlaqah

terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban

antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika

melakukan akad utang-piutang sebelumnya masih tetap berlaku,

khususnya jika jumlah utang-piutang antara ketiga pihak tidak

sama.48

6. Berakhirnya Akad Hiwalah

Akad hiwalah menjadi berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1) Salah satu pihak yang sedang melakukan akad tersebut

membatalkan (fasakh) akad hiwalah sebelum akad itu berlaku

secara tetap. Dengan adanya pembatalan akad tersebut, pihak

kedua kembali berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak

pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga.

2) Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan tersebut kepada pihak

kedua.

48 Hasan, Transaksi Dalam Islam, 224.
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3) Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga

merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.

4) Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang

merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak

ketiga.

5) Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk

membayar hutang yang dialihkan tersebut.49

Menurut Madzhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi

karena At-Tawa, yaitu pihak ketiga mengalami pailid (bangkrut), atau

meninggal dunia dalam keadaan pailid, atau tidak ada bukti otentik

tentang akad hiwalah pihak ketiga mengingkari adanya akad tersebut.

Sedangkan menurut Madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali selama akad

hiwalah sudah berlaku tetap, karena persyaratan yang ditetapkan sudah

terpenuhi, maka akad hiwalah tidak dapat berakhir karena At-Tawa

atau dengan alasan mengalami palit (bangkrut).

Dengan kata lain, pihak kedua tidak dapat menuntut

pengembalian hak meminta pembayaran hutang kepada pihak

pertama, dengan alasan ia tidak berhasil mendapatkan pelunasan

hutang dari pihak ketiga.50

Namun dari beberapa pendapat diatas, perlu dicermati persyaratan-

persyaratan yang telah ditetapkan apakah sudah memenuhi atau belum,

dan apakah akad hi walah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang

49 Sjahdeini, Tata Hukum Perbankan Indonesia, 100.
50 Dahlan, Hukum Islam, 560.
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telah ditetapkan dan disepakati.

Persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama harus

dipatuhi oleh semua pihak, sekiranya ada pihak yang dirugikan

dalam pelaksanaan akad hiwalah itu, maka ia dapat mengadakan

gugatan yang sudah barang tentu dengan bukti yang kuat dan dapat di

pertanggungjawabkan.51

51 Hasan, Transaksi Dalam Islam, 226
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan

kegunaan tertentu. Kemdian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau

metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis

penelitian ini adalah penelitian deskriptif (description research),5253 Dalam

hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam

masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian

ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi masyarakat yang

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang

belakang kegiatan.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal

ini karena peneliti ingin menggambarkan kondisi dari kegiatan praktik

pelaksanaan transaksi jual beli oper kredit (hiwalah) yang menjadi kebiasaan

masyarakat wirowongso, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif

hukum Islam mengenai praktik pelaksanaan transaksi oper kredit (hiwalah)

melalui gambaran kegiatan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Wirowongso, Kecamatan

52Suharsimi Arukonto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Ed. Rev., cet. 14 (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), 3.

43
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Ajung, Kabupaten Jember. Lokasi penelitian dimana kondisi masyarakatnya

mayoritas tergolong pada ekonomi rendah, sehingga dalam masyarakat tersebut

banyak terjadi transaksi jual beli oper kredit (hiwalah) yang sudah menjadi

kebiasaan masyarakat wirowongso.

C. Subyek penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan

Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

seperti dokumen dan lain-lain.54 Sebagaimana pendapat tersebut maka penulis

menggunakan dua sumber data, yaitu:

1)Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan

diperoleh secara langsung dari sumbernya.55 Sumber data dalam penelitian

ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktek al-Hiwalah

di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Dalam hal ini

dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu Nasabah

pemilik pertama (Muhil) dan nasabah pemilik kedua (Muhal ‘alaih), serta

pihak ketiga atau lembaga pembiayaan (Muhal).

2)Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan

melakukan studi literature dan studi dokumen. Data sekunder ini

diperlukan untuk menguatkan atau sebaliknya dari data primer tadi,

54Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2010), 157.
55 Joko P. Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,1991),
87-88.
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terutama yang menyangkut transaksi pengalihan hutang.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan tidak

mengakibatkan perubahan pada kegiatan-kegiatan yang diamatinya,56

maka penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung ke lokasi

untuk mengumpulkan data.

Adapun jenis observasi yang digunakan oleh penulis adalah

observasi non partisipan yaitu penulis dalam mengadakan observasi

(penelitian) tidak ambil bagian dalam penelitian yang diobservasi atau

penulis tidak melibatkan diri dan hanya pengamatan dilakukan secara

sepintas pada saat tertentu kegiatan penelitiannya.57 Dengan demikian

penulis tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan al-Hiwalah yang

dilakukan masyarakat Wirowongso, tetapi pengumpulan data dilakukan

secara sepintas pada saat kegiatan pengamatan.

Teknik observasi ini digunakan penulis guna untuk memperoleh

data tentang:

a. Transaksi jual beli al-hiwalah yang biasa dipraktekkan oleh

masyarakat wirowongso, Ajung, Jember.

b. Data surat-surat perjanjian yang digunakan masyarakat wirowongso.

56 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama,cet-1,1977), 15.
57 Subagyo, Metode Penelitian, 66.
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2. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah metode pengumpulan

data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan

dijawab secara lisan pula.58 Sedangkan jenis pedoman interview yang

digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur,

yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar

pertanyaan yang akan diajukan.59 Interview ini dilakukan untuk bertanya

secara langsung kepada pihak terkait terhadap proses pelaksanaa al-

Hiwalah, serta kepada para pihak yang melakukan perjanjian al-Hiwalah

yaitu antara nasabah pertama dengan nasabah kedua. Pertanyaan ini

nantinya akan diarahkan pada prosedur yang dilakukan dalam praktek

transaksi oper kredit, serta bagaimana terjadi pengalihan hak dan

kewajiban. Kerangka pertanyaan-pertanyaan itu mempunyai kebebasan

dalam penyampaiannya, dengan begitu arah wawancara terletak di tangan

interviewer.60

Adapun pertanyaan ditujukan kepada: Nasabah pertama (Muhil)

dan nasabah kedua (Muhal alaih). Sedangkan hal-hal yang akan

ditanyakan antara lain:

a. Pemahaman masyarakat wirowongso terhadap transaksi jual beli al-

hiwalah.

58 S. margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), 165.
59 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta,1992), 231.
60 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yokyakarta: Penerbit Andi,cet-2,2002), 206.
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b. Prosedur transaksi jual beli al-hiwalah yang dipraktekkan oleh

masyarakat wirowongso.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data (informasi)

yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau

gambar tersebut dapat berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip,

dokumen pribadi dan photo yang terkait dengan permasalahan penelitian.61

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini antara

lain:

a. Surat perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (al-Hiwalah).

b. Data-data terkait dengan pelaksanaan al-Hiwalah yang mana bisa di

dapat dari nasabah pertama (Muhil) dan nasabah kedua (Muhal alaih).

c. Buku-buku terkait pelaksanaan al-Hiwalah terutama buku-buku

tentang Ekonomi Islam dan Fiqh Mu’amalah.

4. Studi pustaka

Adapun yang menjadi buku utama peneliti dalam pengumpulan

data antara lain buku buku fikih muamalah dan bank syariah, salah satunya

adalah ensiklopedi hukum Islam, metode penelitian, dan kifayatul akhyar,

serta buku buku fikih lainnya yang menjadi pembahasan dalam pemelitian

ini.

61 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 71.
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E. Analisis Data

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu sebuah metode analisis yang

menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah

terkumpul.62 Berdasarkan pada spesifikasi jenis penelitian, maka dalam

melakukan analisis terhadap data-data yang telah tersaji secara kualitatif

tentunya juga menggunakan teknik analisis data kualitatif pula. Tepatnya

menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yaitu proses analisa data

dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang

disajikan tanpa menggunakan rumusan- rumusan statistik atau pengukuran.63

Sedangkan pola berfikir dalam analisis data dalam penelitian ini menggunakan

pola berpikir induktif. Berfikir induktif merupakan suatu jenis pola berfikir

yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data

penelitian) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan

penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dengan kata lain metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan

metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh

dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori.64

Proses pelaksanaan analisis data kualitatif deskriptif menempuh dua

tahap yang kesemuanya dilandasi dengan teknik kategorisasi dan pola pikir

62 Margono,Metode Penelitian, 39.
63 Margono,Metode Penelitian, 39-40.
64 Azwar, Penelitian, 40.
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induktif.

Tahap pertama merupakan analisis terhadap data “mentah“ yang

diperoleh di lapangan dan belum terolah. Pada tahap ini, langkah pertama

adalah membuat kategori-kategori (batasan) data yang akan diolah menjadi

data “matang“ untuk kemudian (langkah kedua) menyajikannya menjadi Bab

III (terkait dengan hasil penggalian data).

Sedangkan tahap kedua dari proses analisis kualitatif deskriptif

berhubungan dengan analisis terhadap data-data yang telah tersaji (Bab III)

pada tahap ini ada tiga langkah yang akan dilakukan.

Langkah pertama adalah membuat kategori-kategori yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian (terkait dengan permasalahan praktek

pelaksanaan al-Hiwalah dalam hukum Islam). Langkah kedua adalah

menerapkan pola pikir induktif terhadap data yang ada dimana dalam proses

ini data-data yang dikelompokkan menjadi data-data khusus untuk kemudian

memberikan kesimpulan umum (proses generalisasi). Kemudian langkah ketiga

adalah membuat perbandingan antara kesimpulan-kesimpulan umum hasil

generalisasi tersebut dengan kategori-kategori oper kredit dalam sistem

konvensional dan hiwalah dalam hukum Islam untuk mendapatkan sebuah

kesimpulan akhir.

F. Keabsahan Data

Tahapan pengujian keabsahan data adalah tahapan untuk menguji

validitas data yang dilaporkan dengan obyek data di lapangan. Uji keabsahan

data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas
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(reliabilitas), transferabilitas (validitas eksternal), dan konfirmabilitas

(obyektivitas). Akan tetapi yang paling utama adalah dengan uji kredibilitas

data.65

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah uji

kredibilitas data dengan menggunakan metode trianggulasi. Metode

trianggulasi yang digunakan peneliti adalah trianggulasi sumber, yaitu metode

yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan data

yang diperoleh dari narasumber pertama dengan data baru dari narasumber

lain. Disamping itu, peneliti juga akan membandingkan dengan data-data yang

sudah diperoleh.

D. Tahapan-tahapan Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas

tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.66

1. Tahap Pra-lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

b. Memilih lapangan penelitian

c. Mengurus perizinan

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan telah terlaksana dengan baik

karena peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau

mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah

65Sugiyono. Metode Penelitian. 147.
66Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 102.
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tempat penelitian dilakukan dan peneliti dapat menyesuaikan diri

dengan keadaan lingkungan tempat penelitian.

e. Memilih dan memanfaatkan informasi

f. Menyiapakan perlengkapan penelitian

g. Memahami etika dalam penelitian

2. Tahap pekerjaan lapangan

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

1) Pembatasan latar dan peneliti

2) Penampilan

3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan

4) Jumlah waktu studi

b. Memasuki lapangan

1) Keakraban hubungan

2) Mempelajari bahasa

3) Peranan peneliti

c. Berperan-serta sambil mengumpulkan data

1) Mencatat data

2) Analisis di lapangan

Tahap analisis data
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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Wirowongso

Desa Wirowongso merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan

Ajung Kabupaten Jember yang terletak di sebelah selatan kota Jember.

Kurang lebih 20 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Jember. Desa

Wirowongso memiliki ketinggian kurang lebih 35 meter dari

permukaan laut dan memiliki luas wilayah kurang lebih 4,99 km2 dari

luas wilayah tersebut Desa Wirowongso terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun

Penanggungan, Dusun Renes, Dusun Besuk, Dusun Rowo dan Dusun

Sumberjo yang mana terdiri dari 9 Rukun Warga (RW) dan 41 Rukun

Tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai

berikut.6768

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Tegalbesar Kecamatan

Kaliwates dan Rowoindah Kecamatan Ajung.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Talangsari Kecamatan

Jenggawah.

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lengkong Kecamatan

Mumbulsari

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ajung Kecamatan Ajung

67 Eni Hidayanti, Wawancara, Wirowongso 5 Agustus 2015.
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Sedangkan untuk jarak Desa Wirowongso dengan wilayah

pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan berkisar 10 km

b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota berkisar 20 km

c. Jarak dari Ibukota Propinsi berkisar 135 km

d. Jarak dari Ibukota Negara berkisar 1235 km

2. Kondisi kependudukan, ekonomi, budaya dan agama

Kondisi kependudukan, berdasarkan hasil proyeksi penduduk akhir

tahun 2014, jumlah penduduk desa Wirowongso sebesar 9.565 jiwa

dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 4.758 jiwa dan penduduk

perempuan 38.185 jiwa. Komposisi penduduk desa Wirowongso

perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, maka sex ratio penduduk

Wirowongso adalah sebesar 98,57 % atau dengan kata lain sekitar rata-rata

98 laki-laki diantara 100 perempuan.69

Desa Wirowongso sebagian besar penduduknya bekerja di sektor

pertanian, baik sebagai petani maupun sebagai buruh tani. Selain sektor

pertanian ada sektor lain yang menjadi pilihan penduduk untuk memenuhi

kebutuhan ekonominya seperti perdagangan, jasa, industri perdagangan

dan konstruksi. Pekerjaan petani lebih dominan dikarenakan sebagaian

besar wilayah Desa Wirowongso adalah tanah persawahan yang sangat

medukung untuk pekerjaan di bidang pertanian. Meskipun terkadang ada

yang mempunyai pekerjaan lain, mereka tetap memiliki kesibukan di

69 Dokumentasi data penduduk desa Wirowongso akhir tahun 2014.

52
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sawah sebagai seorang petani di sela-sela waktu kesibukannya sebagai

seorang pegawai. Tanah persawahan Desa Wirowongso sekarang ini

banyak ditanami padi, jagung, kedelai, kacang tanah, tembakau dan ubi

kayu.

Kesadaran tentang pendidikan di Desa Wirowongso sudah mulai

membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah penduduk yang berhasil

menamatkan pendidikannya setaraf SD sekitar 30%, SMP 26%, SMA

22%, Perguruan Tinggi 9% dan Sisanya tidak lulus sekolah70. Untuk

mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi di luar Jember tujuannya

diantaranya adalah Surabaya, Malang, Yogyakarta, maupun Bandung.

Disamping itu di Wirowongso juga disediakan fasilitas pendidikan baik

formal maupun non formal, diantaranya ada 7 TK, 7 setingkat SD/MI, 5

setingkat SMP/MTs, 4 setingkat SMA/SMK dan 5 Pondok Pesantren.

Kondisi keagamaan, penduduk Desa Wirowongso mayoritas

beragama Islam, berdasarkan hasil pendataan sensus penduduk tahun 2013

diketahui penduduk Wirowongso yang beragama Islam sebanyak 9.409 jiwa

dan yang beragama kristen sebanyak 4 jiwa atau sebesar 99% umat Islam dan

1% sisanya adalah non Islam. Juga itu dapat dibuktikan dengan cukup

banyaknya masjid dan mushola di Desa Wirowongso yang mana ada 8

Masjid dan 38 Mushola. Disamping itu juga adanya kegiatan-kegiatan

keagamaan yang rutin dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Yasinan dan Tahlilan

70BPS Kabupaten Jember.
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Yaitu kegiatan pembacaan yasin dan tahlil setiap kamis malam

ba’da maghrib di rumah-rumah warga yang dilaksanakan secara

bergilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengirim do’a pada leluhur atau

almarhum keluarga jama’ah yasin, yang dilaksanakan secara

berjama’ah.

b. Ratiban

Adalah kegiatan pembacaan Ratibul Haddat yang biasa dilakukan

masyarakat Wirowongso setiap dua minggu sekali yaitu pada Senen

malam Selasa.

c. Manaqiban

Ini adalah kegiatan pembacaan manaqib setiap tanggal 11 dari

bulan Jawa dan pelaksanaannya juga bergilir dari rumah ke rumah

bergantian.

d. Pengajian rutin dan istighosah di masjid-masjid

Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan di masjid-masjis dengan

jadwal berbeda-beda. Ada yang setiap jum’at malam, ahad malam,

rabu malam, dan juga senin malam ba’da maghrib. Kegiatan ini ada

yang dilaksanakan mingguan dan ada yang bulanan (satu bulan

sekali).

A. Penyajian Data

Pada dasarnya praktik transaksi jual beli al-hiwalah di desa

Wirowongso sama halnya dengan praktik jual beli secara umum. Dimana

dalam praktiknya harus ada unsur jual beli yang terpenuhi untuk terjadinya
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akad, kemudian proses jual beli diawali dengan proses tawar menawar,

dilanjutkan dengan perjanjian atau akad. Akad ini dilakukan setelah proses

tawar menawar disetujui oleh kedua belah pihak, yang mana dalam perjanjian

tersebut dijelaskan mengenai berapa biaya yang akan dibayar muhal alaih

kepada muhil untuk mengganti biaya sebelumnya yaitu biaya yang sudah

dibayar muhil kepada muhal, bagaimana cara pembayaran biaya kredit

selanjutnya oleh muhal alaih, kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, dan

berapa lama sisa masa kredit yang akan dibayar muhal alaih, serta kapan

berakhirnya masa kredit tersebut. Untuk lebih jelasnya maka akan peneliti

jabarkan sebagaimana berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Transaksi Jual Beli Oper Kredit (Al

Hiwalah)

Dari hasil wawancara dan bukti transaksi atau surat perjanjian jual-

beli Oper kredit (Al-Hiwalah) di Desa Wirowongso kami menemukan data

mengenai pemahaman masyarakat tentang jual-beli oper kredit (Al-

Hiwalah). Pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan transaksi jual beli

oper kredit pada biasanya mereka mengawalinya dengan adanya perjanjian

dari kedua belah pihak.71 Pihak pertama, biasanya dilakukan oleh pelaku

yang ingin memindahkan tagihan kredit yang dia miliki dengan jaminan

barang yang dia miliki menjadi milik pihak kedua dan melanjutkan

pembayaran sisa kredit dari pihak pertama. Dan pihak kedua yaitu pihak

71 Pak Herul, wawancara, Wirowongso, 28 Juni 2015.



D
IG

IT
A

L 
LI

B
R

A
R

Y
 IN

ST
IT

U
T 

A
G

A
M

A
 IS

LA
M

 N
EG

ER
I J

EM
B

ER

57

yang  mengambil alih tanggungan kredit milik pertama dengan mengambil

barang kredit yang dimiliki oleh pihak pertama.72

Sedangkan obyek transaksi oper kredit yang biasa dilakukan

masyarakat Wirowongso adalah berupa barang-barang elektronik maupun

kendaraan bermotor yang mereka beli dari dealer-dealer kredit maupun

toko-toko yang menjual barangnya secara kredit. Barang tersebut bisa

berupa mobil, motor, handphone, laptope maupun notebook.73peralihan

kredit ini diperkuat dengan bukti tertulis yang bisa memberikan kekuatan

hukum bagi pihak kedua maupun pihak pertama jika saja kemudian hari

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.74

2. Praktek Transaksi Jual Beli oper kredit ( Al-Hiwalah)

Jual beli kredit memang sesuatu yang cukup diminati oleh

masyarakat Wirowongso lantaran mereka bisa memperoleh barang yang

mereka inginkan dengan cepat lantaran dilakukan dengan cara kredit.

Akan tetapi dari sanalah awal yang menjadi permasalahan adanya oper

kredit yang dilakukan masyarakat Wirowongso lantaran pihak pembeli

barang tersebut sudah tidak mampu lagi untuk melunasi angsuran bulanan

dari barang yang mereka beli. Sehingga barang yang sudah dibeli tersebut

dijual kembali kepada orang lain dengan harga yang murah dengan syarat

mereka mau untuk melanjutkan angsuran pembayaran dari barang yang

sudah dibeli oleh pihak pertama.

72 Pak Karman, Wawancara, Wirowongso, 02 Juli 2015
73 Pak Basid, wawancara, Wirowongso, 4 Juli 2015. Dan Pak Karman, wawancara, Wirowongso,
2 Juli 2015.
74 Pak Herul, wawancara, Wirowongso, 28 Juni 2015.
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Namun dalam peralihan kredit disini tidak semudah yang pikirkan,

lantaran kedua belah pihak harus melalui proses tawar-menawar. Dalam

proses tawar menawar ini biasanya nasabah menawarkan barang

kreditannya kepada calon nasabah kedua. Nasabah kedua kemudian

melakukan peninjauan terhadap barang yang ditawarkan kepadanya.

Peninjauan ini untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kondisi barang

tersebut, Peninjauan tersebutlah yang digunakan nasabah kedua untuk

melakukan penawaran harga pada nasabah pertama yang kemudian terjadi

tawar menawar antara keduanya. Apabila proses tawar menawar mencapai

kata mufakat maka akan dilanjutkan dengan akad atau perjanjian dan

sebaliknya, apabila tidak terjadi mufakat maka transaksi oper kredit

(hiwalah) tersebut tidak akan dilanjutkan.75 Setelah proses tawar-menawar

selesai, maka dilanjutkan dengan proses perjanjian. Seperti halnya biaya

ganti rugi; Biaya ganti rugi yang didapat nasabah pertama beragam

tergantung tawar menawar yang sudah disepakati. Salah satu contoh

trannsaksi jual beli oper kredit yang dilakukan oleh Haryono warga RT

001, RW 001 dusun Penanggungan desa Wirowongso, beliau mengalihkan

hutangnya kepada pak Herul warga RT 003, RW 001 dusun

Penanggungan desa Wirowongso dengan biaya ganti rugi yang dibayar

pak Herul kepada Haryono sebesar Rp 3.000.000,00 yaitu untuk

mengganti biaya uang muka dan biaya angsuran selama 2 bulan yang

sudah dibayar Haryono kepada perusahaan.76

75Haryono, Wawancara, Wirowongso, 6 Juli 2015.
76 Haryono, Wawancara, Wirowongso, 6 Juli 2015.
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3. Analisis terhadap transaksi jual beli oper kredit (al-hiwalah)

Pelaksanaan transaksi pengalihan hak dan kewajiban oper kredit

secara sekilas hampir serupa dengan transaksi pengalihan hutang (hiwalah)

yaitu dalam hal subyek, obyek, serta pernyataan kesepakatan dalam

transaksi. Oleh karena itu, penulis mengqiyaskan oper kredit dengan

hiwalah.

Hiwalah ini dibolehkan dalam mu’amalah Islam. Seperti dalam hadits

nabi Muhammad SAW :

مِطْلُ الْغَنيِْ : قاَ لَ رَسُوْ لَ االلهُ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : عَنْ اَبيِْ هُرَ يْـرةََ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قاَ لَ 
)رواه البخا رى ومسلم( بِعْ اَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِئٌ فاَ لْيَتَّبِعْ ظلََمُ وَاِذَا اتَّ 

“Dari Abi Hurairah ra., ia berkata: bahwa Nabi Muhammad SAW
bersabda: Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang
kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan
kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih
(terima pengalihan tersebut)” (H.R. Bukhori dan Muslim).77

Adapun hikmah dan tujuan dibolehkannya praktek hiwalah ini adalah

memberi kemudahan dalam bermuamalah dan tidak ada pihak lain yang

dirugikan. Dengan demikian, untuk membandingkan dengan jelas apakah

transaksi oper kredit yang dilakukan masyarakat Wirowongso tersebut

dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip transaksi yang ada dalam

transaksi hiwalah, maka masing-masing dapat dicermati melalui pihak-

pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan dalam

77 Al Imam Abi Abdillah Ibn Ibrahim al-Bukhori, Shahih Bukhori, Jilid 3(Beirut: Daaral Fikr,
1981), 683.
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transaksi serta obyek transaksi.

1. Pemahaman Masyarakat Wirowongso terhadap transaksi jual

beli oper kredit (hiwalah)

Pemahaman masyarakat Wirowongso terhadap transaksi jual beli

oper kredit adalah sebagai berikut:

a. Unsur Hiwalah

Unsur Hiwalah yang dimaksud di sini adalah rukun Hiwalah

atau hal-hal yang harus dipenuhi dalam praktiknya.

Sebagaimana dalam kajian teori menurut madzhab Maliki,

Syafi’i, dan Hambali, rukun hiwalah ada enam yaitu :

1) Muhil (orang yang memindahkan penagihan yaitu orang yang

berhutang).

2) Muhal (orang yang dipindahkan hak penagihannya kepada

orang lain yaitu orang yang mempunyai piutang).

3) Muhal ‘alaih (orang yang dipindahkan kepadanya obyek

penagihan atau orang yang dihiwalahi yaitu orang yang

berkewajiban melaksanakan hiwalah).

4) Muhal bih (hak yang dipindahkan yaitu hutang muhil kepada

muhal).

5) Hutang muhal ‘alaih kepada muhil

6) Shighat hiwalah (pernyataan hiwalah yaitu, ijab dan qobul. Ijab

dari muhil dengan kata-katanya “aku hiwalahkan hutangku
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kepada si fulan”. Dan qabul adalah dari muhal ‘alaih dengan

kata-katanya “aku terima hiwalah engkau”).78

Dengan demikian pemahaman masyarakat desa

Wirowongso terhadap oper kredit (hiwalah) tidak sesuai dengan

analisis hukum Islam, karena dalam pemahaman masyarakat Desa

Wirowongso tentang unsur hiwalah terjadi kekurangan yaitu tidak

adanya persetujuan dari pihak yang menghutangkan (muhal).

b. Obyek yang dapat dihiwalahkan

Obyek transaksi merupakan salah satu unsur penting yang

harus ada dalam setiap transaksi, tidak terkecuali dalam transaksi

oper kredit. Dalam hal obyek pengalihan hutang dalam hukum

Islam (hiwalah), yakni hutang dialihkan atau yang disebut dengan

muhal bih. Dari pengertian tersebut pemahaman masyarakat desa

Wiriwongso terhadap objek hiwalah sesuai dengan hukum Islam

karena objek hiwalah yang mereka pahamai adalah hutang dari

suatu barang.

c. Bentuk akad perjanjian

Sighah akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul

tersebut dinyatakan.79 Ijab adalah pernyataan pihak pertama

mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.80 Ijab dan qabul

78 Dahlan, Hukum Islam, 561.
79 Basjir, Hukum Mu’amalat, 44.
80 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, c e t  1 ( Yogyakarta :
Magistra Insania Press, 2004), 97.
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tersebut menunjukkan adanya kerelaan antara masing-masing

pihak, sehingga menimbulkan kewajiban secara timbal balik. Ijab

dan qabul tersebut merupakan unsur penting dalam melakukan

akad pengalihan hutang, karena hal tersebut merupakan manifestasi

dari kerelaan para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu

pemahaman masyarakat tenteng bentuk akad sesuai dengan hukum

Islam karena menggunakan perikatan dengan tulisan.

2. Praktik transaksi jual beli oper kredit (hiwalah)

Dalam suatu pembiayaan tidak selamanya suatu pembiayaan yang

dilakukan akan berjalan dengan lancar. Dari suatu masalah tersebut,

maka dalam penyelesaian kredit macet tidak bisa langsung ditarik apa

yang telah menjadi jaminan oleh nasabah. Apabila terjadi hal yang

demikian ini, maka pihak perusahaan akan melakukan penelitian

bagaimana hal ini bisa terjadi. Apakah orang tersebut mampu untuk

membayar akan tetapi tidak punya iktikad baik dari nasabah untuk

membayarkan apa yang menjadi tanggungannya atau orang tersebut

memang tidak mempunyai kemampuan yang disebabkan oleh sebab-

sebab tertentu sehingga orang tersebut tidak mampu lagi untuk

membayar hutangnya kepada perusahaan.81 Berikut rincian

perbandingan antara praktek dengan teori hukum Islam.

a. Proses tawar menawar

81 Suprayitno, wawancara, Mangli, 27 Juli 2015.
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Dalam Islam, umatnya dibebaskan untuk memanfaatkan

barang hak miliknya, baik itu diperjual belikan ataupun disewakan,

selama tidak melanggar aturan-aturan hukum Islam. Pemanfaatan

barang yang menjadi hak milik yang berupa pengalihan hutang

(oper kredit) di Desa Wirowongso adalah dengan di alihkan

hutangnya. Sebelum transaksi pengalihan hutang ini resmi

dilaksanakan, mereka melakukan proses penawaran, peninjauan

terhadap barang dan tawar menawar yang di dalamnya terjadi

pemilihan-pemilihan, baik pemilihan untuk melihat barang yang

akan disewakan dan pemilihan harga yang akan disepakati bersama

dengan tawar menawar. Pemilihan ini dalam Islam dikenal dengan

khiyar, dan khiyar bertujuan untuk kemaslahatan bagi kedua pihak

sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.82 Pemilihan

tersebut bisa dilanjutkan jika diantara keduanya sudah terjadi

kesepakatan dan tidak ada keterpaksaan atau suka sama suka

(ridha), baik itu mengenai kondisi barang dan harga yang menjadi

kesepakatan. Unsur kerelaan ini di dasarkan pada qur’an surat An-

Nisa’ ayat 29:

اضٍ رَ ت ـَنْ عَ ةً ارَ تجَِ نَ وْ كُ تَ نْ أَ لاَّ إِ لِ اطِ بَ الْ بِ مْ كُ نَ ي ـْب ـَمْ كُ الَ وَ مْ ا أَ وْ لُ كُ أْ تَ ا لاَ وْ ن ـُمَ آَ نَ يْ ذِ ا الَّ هَ يُّـ اأَ يَ 
امَ يْ حِ رَ مْ كُ بِ انَ كَ االلهَ نَّ إِ جمْ كُ سَ فُ ن ـْا أَ وْ لُ ت ـُقْ ت ـَلاَ وَ جمْ كُ نْ مِّ 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’: 29).

82Siah Khosyia’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 125.
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Masyarakat Desa Wirowongso juga menggunakan unsur

tersebut untuk melakukan tawar menawar dan kesepakatan,

sehingga di antara mereka tidak ada keterpaksaan dalam melakukan

akad jual beli oper kredit. Oleh sebab itu kegiatan tawar menawar

yang dilakukan masyarakat Desa Wirowongso tidaklah

bertentangan dengan hukum Islam.

b. Analisis terhadap subjek oper kredit (hiwalah) di Desa

Wirowongso

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk

saling berhubungan satu sama lain (sosial) dan saling tolong

menolong. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seringkali manusia

tidak dapat mencukupinya, sehingga dalam bertransaksi tak jarang

terjadi hutang piutang.83

Menurut fiqh klasik, hiwalah dapat terjadi jika muhil

berhutang kepada muhal kemudian muhil mengalihkan hutangnya

tersebut kepada muhal ‘alaih dikarenakan muhal ‘alaih berhutang

kepada muhil. Muhil juga dapat mengalihkan hak menuntut

hutangnya yang ada ditangan muhal ‘alaih kepada muhal. Muhil

adalah orang yang berhutang, muhal adalah orang yang

menghutangkan, sedangkan muhal ‘alaih merupakan orang yang

83 Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),(Yokyakarta : UII,
1990), 7.
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melakukan pembayaran hutang.84 Dengan demikian terdapat tiga

pihak yang melakukan akad hiwalah, yakni muhil, muhal dan

muhal ‘alaih. Hiwalah dapat berjalan dengan sah jika masing-

masing pihak terpenuhi syarat-syaratnya.

Adapun syarat-syarat bagi muhil adalah:

1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yakni

baligh dan berakal.

2) Adanya persetujuan (rela/ridlo).85 Namun menurut madzhab

Hanafi, muhil tidak disyaratkan orang yang rela.86 Sebab jika

pemilik hutang dan orang yang dipindahi hutang telah sepakat

akan memberikan hutangnya kepada orang yang dipindahi

hutang, maka dibolehkan walaupun orang yang memindahkan

hutang tidak rela.

3) Muhil mempunyai hutang kepada muhal.

Adapun syarat bagi muhal adalah:

1) Cakap melakukan tindakan hukum yakni baligh dan berakal.

2) Menurut madzhab Hanafi, disyaratkan orang rela/ridlo, dan

disyaratkan untuk hadir di majlis.87

Sedangkan menurut madzhab Syafi’i, Maliki tidak

disyaratkan kerelaannya, dengan alasan bahwa muhil berhak

84 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13, cet 7 (Bandung :
Al-Ma’arif, 1997), 42.
85 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, cet 3 (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), 97.
86 Abdulrahman al-Jaziri, Terjemah Fiqh Empat Madzhab, alih bahasa H. Moh. Zuhri, dkk,
Jilid IV, (Semarang : CV Asy Syfa’, 1994), 357.
82 Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 357.
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menutup hutang oleh dirinya sendiri atau orang lain.88

Adapun syarat bagi muhal alaih adalah:

1) Cakap melakukan hukum dalam bentuk akad, yakni baligh dan

berakal.

2) Orang yang setuju (rela/ridlo).

3) Hadir di majlis.89

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang

melakukan perjanjian pengalihan hutang (hiwalah) harus orang

yang memiliki kecakapan melakukan tindakan-tindakan hukum.

Oleh sebab itu, saat melakukan transaksi yang dilakukan oleh anak

kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.90

Jika dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi,

posisi pihak pertama (penerima fasilitas) adalah sebagai muhil

yakni pihak yang berhutang atau mempunyai tanggungan hutang

kepada muhal dan akan memindahkan hutangnya kepada (muhal

‘alaih). Penyedia fasilitas adalah muhal karena pihak pertama

(penerima fasilitas) berhutang kepadanya berupa tanggungan

pembayaran angsuran, dan pihak kedua (penerima fasilitas baru)

adalah muhal‘alaih yakni orang dipindahi hutang oleh muhil dan

berkewajiban membayar hutang kepada muhal. Ketiga belah pihak

sudah jelas adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.

88 Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 361.
89 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, cet 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), 223.
90 Abdul Aziz Dahlan, Ensklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 561.
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Dalam kasus ini, sebelumnya pihak kedua (muhal ‘alaih)

tidak mempunyai tanggungan hutang kepada pihak pertama

(muhil). Menurut madzhab Hanafi, tidak disyaratkan bahwa bagi

orang yang memindahkan hutang itu mempunyai hutang yang

dipikul oleh orang yang dipindahi hutang. Jadi boleh saja

memindahkan hutang kepada orang yang melakukannya dengan

sukarela.91 Dalam hal ini, yang dilakukan oleh pihak kedua

(muhal‘alaih) adalah adanya kerelaan untuk menolong pihak

pertama tanpa adanya paksaan dari pihak lain karena pihak kedua

membantu berintikan semangat tolong-menolong. Sedangkan pihak

perusahaan berusaha membantu para nasabahnya yang sedang

dalam kesulitan membayar hutang atau sisa angsuran dengan

memberikan kesempatan untuk mengalihkan hutangnya tersebut

kepada orang lain.

Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan pengalihan hak

dan kewajiban oper kredit atau hiwalah adalah prinsip tolong

menolong dengan meringankan beban orang yang tidak mampu

lagi untuk membayar. Sebagaimana firman Allah:

                
  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya

91 Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 358.
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Allah amat berat siksa- Nya.”(QS. al-Maidah: 2)92

Ayat di atas memuat perintah untuk tolong menolong antar

sesama manusia. Nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan pihak

kedua untuk menanggung hutang pihak pertama yang tidak mampu

lagi. Dengan demikian, dari segi subyek, akad pengalihan hutang

oper kredit yang dilakukan di Desa Wirowongso adalah boleh dan

sah karena dilakukan dengan asas iktikad baik dan adanya kerelaan

dari masing-masing pihak.

c. Analisis terhaap objek oper kredit (hiwalah) di Desa Wirowongso

Obyek transaksi merupakan salah satu unsur penting yang

harus ada dalam setiap transaksi, tidak terkecuali dalam transaksi

oper kredit. Dalam hal obyek pengalihan hutang dalam hukum

Islam (hiwalah), yakni hutang dialihkan atau yang disebut dengan

muhal bih, memiliki beberapa persyaratan. Menurut madzhab

Hanafi, syarat hutang yang dialihkan tersebut antara lain :

1) Merupakan hutang muhil terhadap muhal. Jika muhil tidak

mempunyai hutang kepada muhal, maka merupakan perjanjian

mewakilkan bukan memindahkan hutang atau hiwalah.

Namum muhil tidak disyaratkan mempunyai hutang kepada

muhal ‘alaih. Jadi boleh saja memindahkan hutang kepada

orang yang melakukannya dengan sekarela.93

2) Hutang tersebut diketahui dan berupa hutang tetap.

92 Al-qur’an; 6: 2.
93 Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 358.
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3) Yang dialihkan adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk

hutang-piutang yang pasti. Jika yang dialihkan itu belum

merupakan hutang-piutang yang pasti. Misalnya mengalihkan

hutang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam

masa khiyar, maka hiwalah tidak sah.

4) Jika pengalihan tersebut dalam bentuk hiwalah mutlaqah

sebagaimana yang dibenarkan oleh madzhab Hanafi, maka

kedua hutang tidak mesti sama, baik jumlah maupun

kualitasnya.94

Menurut madzhab Syafi’i, syarat hutang yang dialihkan

antara lain:

1) Diketahui kadarnya atau sifatnya. Jika hutang tidak diketahui

oleh kedua orang yang melakukan perjanjian pemindahan atau

salah satunya, maka hiwalah tidak sah.

2) Merupakan hutang yang dinilai tetap, yaitu hutang yang

tidak bisa gugur dari orang yang berhutang pada waktu yang

manapun saja.

3) Hutang muhil sama dengan hutang muhal ‘alaih dalam hal

jenis, kadar, masa pembayaran kembali, dan waktu jatuh

tempo.

4) Hutang muhil dan hutang muhal ‘alaih termasuk hutang yang

sah di jual dan digantikan dengan lainnya.95

94 Sjahdeini, Perbankan Islam, 99.
95 Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 359.



D
IG

IT
A

L 
LI

B
R

A
R

Y
 IN

ST
IT

U
T 

A
G

A
M

A
 IS

LA
M

 N
EG

ER
I J

EM
B

ER

70

Madzhab Maliki berpendapat bahwa syarat-syarat hutang

yang dialihkan yaitu:

1) Keadaan hutang memang merupakan hutang yang tetap.

2) Hutang orang yang dialihkan hutangnya sama dengan hutang

orang yang dipindahi hutang dalam hal kadar dan sifatnya.

Yang dimaksud sama dalam kadarnya adalah bahwa orang

yang dipindahkan hutangnya tidak boleh mengambil dari orang

yang dipindahi hutang dengan lebih banyak dari hutang yang

ada pada orang yang memindahkan. Apabila seseorang

mempunyai hutang kepada orang lain yang kadarnya 5,

kemudian orang yang behutang memindahkan kepada

seseorang yang berhutang kepadanya 10, maka ia wajib

memindahkan dengan hutang 5 saja, tidak boleh mengambil

lebih banyak darinya. Sebab jika hutang tersebut merupakan

pinjaman, maka tambahan dalam hiwalah adalah riba.

Demikian juga, jika dua hutangnya berbeda dalam hal sifatnya

maka tidak sah.96

Kemudian syarat-syarat hutang yang dialihkan menurut

madzhab Hambali, antara lain:

1) Hutang yang dialihkan sama dengan hutang orang yang

dipindahi dalam hal jenisnya, sifatnya, masa pembayaran

kembali dan masa temponya.

96 Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 365.
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2) Diketahui kadar masing-masing dari dua macam piutang,

yakni hutang yang dialihkan serta hutang orang yang

dipindahi.

3) Merupakan hutang yang tetap.97

Pada dasarnya pendapat ulama tentang syarat-syarat hutang

yang dialihkan adalah sama, yang membedakan adalah pendapat

madzhab Hanafi dengan ketiga madzhab lainnya dalam hal jumlah

dan kualitas hutang yang dialihkan. Madzhab Hanafi yang

membolehkan hiwalah mutlaqah tidak mengharuskan hutang yang

dialihkan itu sama jumlah atau kualitas, sedangkan madzhab

Syafi’i, Maliki, dan Hambali yang hanya membolehkan hiwalah

muqayyadah mensyaratkan hutang yang dialihkan itu mesti sama

jumlah dan kualitasnya.98

Akad pengalihan hutang yang terjadi di Desa Wirowongso

terjadi ketika pihak nasabah tidak mampu untuk melunasi

pembayaran angsuran yang menjadi tanggungannya, kemudian

nasabah yang tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran

angsuran tersebut mengajukan oper kredit yakni pengalihan hak

dan kewajiban kepada orang lain (pihak kedua), meskipun orang

yang dipindahi hutang tersebut sebelumnya tidak mempunyai

tanggungan hutang kepada pihak pertama. Dengan demikian

pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban oper kredit yang

97 Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 367.
98 Dahlan, Ensiklopedi, 562.
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dilakukan di Desa Wirowongso serupa dengan hiwalah mutlaqah

karena tidak ditegaskan bahwa pihak pertama memindahkan

hutangnya kepada orang lain karena orang lain tersebut

mempunyai tanggungan hutang sebelumnya. Hal ini memang

harus dengan keridloan tiga pihak (muhil, muhal dan muhal ‘alaih)

untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara para pihak

yang melakukan transaksi (akad) di kemudian hari.

Pembayaran sisa angsuran dan jatuh tempo yang dilakukan

oleh pihak kedua adalah sama seperti yang dilakukan oleh pihak

pertama. Penerima fasilitas baru atau pihak kedua tersebut hanya

melanjutkan sisa angsuran pihak pertama yang tidak sanggup lagi

untuk melunasi hutang. Hal ini dikarenakan saat addendum

perjanjian pengalihan hak dan kewajiban yang diberikan oleh pihak

Perusahaan tidak dirubah seperti dalam hal jumlah dan besar

angsuran serta jatuh tempo. Dalam isi perjanjian tersebut, syarat

dan ketentuan sama seperti perjanjian awal, yakni saat perjanjian

pembiayaan konsumen. Hal ini dilakukan karena dalam segi obyek,

hutang yang dialihkan disebutkan secara jelas untuk menghindari

(gharar) ketidakpastian atau ketidakjelasan masing- masing pihak

karena tidak sah jika perikatan mengandung unsur gharar baik

ketidakjelasan dalam obyek atau ketidakpastian dalam

pelaksanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman

diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.
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Adapun menurut penulis obyek pelaksanaan oper kredit yang

dilakukan di Desa Wirowongso adalah sudah jelas karena pihak

kedua sebelumnya sudah mengetahui obyek yang akan dialihkan

dan berapa besar biaya yang akan ditanggung. Dengan demikian

dalam segi obyek, akad pengalihan hak dan kewajiban oper kredit

yang dilakukan di Desa Wirowongso adalah boleh dan sah karena

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni hutang sudah

jelas bahwa merupakan hutang penerima fasilitas kepada pemberi

fasilitas dan sama dalam hal pembayaran dan masa temponya dan

ini mengacu pada teori ketiga madzhab (Syafi’i, Maliki dan

Hambali) yang mensyaratkan hutang yang dialihkan harus sama

dalam jumlah, kualitasnya dan waktu jatuh tempo.

d. Analisis terhadap sighah (akad) oper kredit (hiwalah) di Desa

Wirowongso

Sighah akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul

tersebut dinyatakan.99 Ijab adalah pernyataan pihak pertama

mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.100 Ijab dan qabul

tersebut menunjukkan adanya kerelaan antara masing-masing

pihak, sehingga menimbulkan kewajiban secara timbal balik. Ijab

dan qabul tersebut merupakan unsur penting dalam melakukan

akad pengalihan hutang, karena hal tersebut merupakan manifestasi

99 Basjir, Hukum Mu’amalat, 44.
100 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, c e t  1 ( Yogyakarta
: Magistra Insania Press, 2004), 97.
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dari kerelaan para pihak yang bertransaksi.

Menurut madzhab Hanafi, ijab adalah perkataan orang yang

berhutang sekaligus berpiutang atau muhil (pihak pertama).

Sedangkan qabul adalah perkataan dari muhal atau orang yang

dipindahi hutang (pihak kedua) dan muhal ‘alaih atau orang yang

dipindahkan hutangnya atau pihak ketiga.101

Menurut madzhab Maliki, ijab dan qabul hiwalah tidak

terbatas pada lafazh yang keluar dari bentuk masdar ihalah, tetapi

sah saja dengan segala lafazh atau ucapan yang menujukkan

pemindakhan utang seperti ucapan: ambillah hakmu dari fulan dan

saya bebas darinya, atau dengan ucapan: saya memindahkan

engkau pada fulan dan saya bebas darinya, atau ucapan: saya

memindahkan engkau pada fulan, saya memindahkan hakmu pada

fulan.102

Kemudian menurut madzhab Hambali, ijab dan qabul tidak

disyaratkan harus berupa lafazh yang menyatakan pemindahan,

tetapi sah saja dengan lafazh yang semakna dengan lafazh hiwalah

seperti ketika seseorang berkata kepada oang lain: saya

mengikutkan engkau dengan hutangmu pada Zaed.103

Dalam fatwa MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan

bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak

101 Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 356.
102 Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 363.
103 Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 367.
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(akad). Dalam hal ini, masing-masing pihak (muhil, muhal, dan

muhal ‘alaih) saling mengetahui adanya akad hiwalah dan terjadi

kesepakatan.104

1) Penerima fasilitas (pihak pertama) dan penerima fasilitas baru

(pihak kedua) datang langsung ke perusahaan pembiayaan.

2) Setelah keduanya hadir, maka pihak perusahaan

memberikan addendum perjanjian pengalihan hak dan

kewajiban serta sebuah petujuk atau cara untuk melakukan

perjanjian oper kredit.

3) Penerima fasilitas (pihak pertama) dan penerima fasilitas baru

(pihak kedua) menyatakan sepakat di depan petugas dan

menuliskan kesepakatan itu di surat permohonan atau

addendum perjanjian hak dan kewajiban yang di tanda tangani

oleh pemberi fasilitas (Perusahaan), penerima fasilitas (pihak

pertama) dan penerima fasilitas baru (pihak kedua).105

Suatu perikatan atau perjanjian dalam Islam adalah menganut

asas kebebasan berkontrak, yaitu perikatan atau perjanjian akan sah

dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan

(antaradhin) yang diwujudkan dalam dua pilar yaitu ijab dan qabul

(penawaran dan penerimaan). Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam

firman-Nya:

104 DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, cet 3 (Cipayung Ciputat: CV. Gaung
Persada, 2006), 77.
105 Anisa, wawancara, 6 Agustus 2015.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.an-Nisa’: 29)106

Allah dalam firman-Nya memberikan saran kepada umat

Islam:

                 
   

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar.”(QS. al-Baqarah: 282)107

Ayat diatas memberikan petunjuk kepada umat Islam agar

perjanjian yang dilakukan dalam waktu tertentu ditulis agar

mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Karena itu penulis

berpendapat bahwa akad perjanjian pengalihan hak dan kewajiban

(oper kredit) yang dilakukan oleh masyarakat Wirowongso

mencerminkan nilai Syari’ah, walaupun proses dan ketentuan yang

berlaku tidak ada yang membedakan khusus antara praktek oper

kredit dengan hiwalah. Menurut penulis antara oper kredit dengan

hiwalah adalah sama-sama terletak pada niat tolong menolong

(tabarru’).

106 Al-qur’an; 4: 29.
107 Al-qur’an; 2: 282.
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Dengan demikian akad sighah yang dilakukan masyarakat

Wirowongso sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.12/DSN-

MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa ijab dan qabul harus

dinyatakan oleh para pihak yang bersangkutan (muhil, muhal dan

muhal ‘alaih) dan para pihak yang bersangkutan yakni pihak

pertama dan pihak kedua hadir di majlis (PT.FIF Syari’ah).

B. Pembahasan Temuan

Dengan adanya akad perjanjian pengalihan hutang ini pihak pertama

merasa terbantu karena dengan kontrak ini pihak pertama bisa terlepas dari

tanggungan hutang. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa masalah yang

tidak diketahui sebelumnya dan pihak kedua dengan sukarela mau membantu.

Sedangkan pihak perusahaan tidak dirugikan dengan adanya kontrak ini,

karena dengan adanya akad perjanjian ini masalah pembayaran angsuran

macet yang mengakibatkan profit perusahaan menjadi turun karena tidak

terbayarnya angsuran nasabah yang mengalami macet dapat teratasi.

Apabila diketahui orang tersebut memang dalam kenyataannya tidak

mampu lagi untuk melunasinya karena sebab-sebab tertentu seperti :

bangkrut, mengalami musibah atau sebab yang lainnya, maka pihak

perusahaan akan melakukan suatu kebijakan dengan memberi kesempatan

atau kepada nasabah tersebut untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada

siapa saja yang ingin memiliki barang jaminan tersebut dengan perjanjian

pengalihan hak dan kewajiban oper kredit.

Setelah nasabah (pihak pertama) tidak sanggup lagi untuk membayar
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angsuran tersebut, karena kebutuhan ekonomi yang sangat besar atau karena

banyaknya biaya yang harus ditanggung dan ditambah angsuran tiap bulannya

yang dirasa sangat berat, oleh karena itu pihak pertama ingin mengalihkan

kreditnya kepada orang lain (pihak kedua) dari pada kendaraan tersebut

ditarik oleh perusahaan disamping pihak perusahaan juga mengantisipasi

menurunya profit karena penarikan barang jaminan karena kredit macet,

pihak yang dalam kesulitan mengangsur tersebut lalu menawarkan kepada

teman, saudara atau kerabat yang ingin mengganti dan melanjutkan kredit

macet pihak pertama tersebut. Setelah adanya kesepakatan dan menerima

tawaran dari pihak pertama, maka nasabah yang ingin mengajukan perjanjian

pengalihan hak dan kewajiban atau perjanjian oper kredit tersebut harus

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan

terkait.108

108 Rusdi, wawancara, Mangli, 29 Juli 2015.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan disajikan yang

kemudian dibahas dalam bab pembahasan temuan (analisis), peneliti dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat desa Wirowongso Kecamatan Ajung

Kabupaten Jember mengenai konsep transaksi jual beli oper kredit

(Al-hiwalah) yaitu; transaksi yang bisa terlaksana dengan adanya

beberapa belah pihak yang bertransaksi. Seperti melakukan ijab

(pernyataan melakukan hiwalah) dari pihak pertama (muhil), qabul

(pernyataan menerima hiwalah) dari pihak kedua (muhal ‘alaih).

Obyek yang dijadikan transaksi dalam pengalihan hutang disini adalah

hutang. Sedangkan barangnya adalah beberapa jenis barang elektronik

yang memiliki nilai ekonomis atau nilai jual, baik alat transportasi

maupun media elektronik seperti: Mobil, Sepeda motor, Televisi,

Handphone dan Kulkas. Akad yang mereka praktikkan beragam, ada

yang menggunakan perjanjian tertulis ada pula yang menggunakan

sistem kepercayaan atau tidak tertulis.

2. Praktik transaksi jual beli oper kredit yang dilakukan di Desa

Wirowongso diawali dengan terjadinya problem dimana nasabah

pertama tidak mampu lagi melanjutkan kreditannya, lalu ditawarkan

79
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kepada pihak lain yang juga membutuhkan barang kreditan tersebut

sehingga terjadi proses tawar menawar yang kemudian dilanjutkan

dengan proses akad atau penandatangan perjanjian bersama apabila

proses tawar menawar telah disepakati. Dalam perjanjian tersebut

disebutkan barang yang akan di oper kreditkan, biaya ganti rugi, sisa

angsuran yang harus dibayar dan lamanya waktu pembayaran, yang

terakhir adalah pergantian kepemilikan terhadap barang yang di oper

kreditkan.

3. Analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli oper kredit (hiwalah)

yang dilakukan masyarakat Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten

Jember adalah tidak boleh atau tidak sah karena tidak memenuhi syarat

seperti adanya pihak ketiga yang berperan sebagai muhal. Karena

dalam hukum Islam praktek hiwalah harus meliputi tiga orang, yaitu

orang pertama yang berfungsi sebagai muhil, pihak kedua yang

berfungsi sebagai muhal ‘alaih dan pihak ketiga sebagai muhal.

B. Saran-saran

1. Dalam pelaksanaa akad perjanjian oper kredit di Desa Wirowongso,

hendaknya masing-masing pihak dijelaskan secara terperinci

mengenai addendum perjanjian hak dan kewajiban, baik pihak yang

mengajukan pemindahan hutang maupun pihak yang menerima

pemindahan hutang, agar pelaksanaan (ijab dan qabul) dapat

dinyatakan oleh ketiga belah pihak dan tidak terjadi perselisihan

dikemudian hari serta tidak melanggar azaz itikad baik.
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2. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian oper kredit harus

benar-benar mencermati dan memperhatikan dalam melakukan

perjanjian dan transaksi. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi

kesalahan atau kekeliruan, maka para pihak yang bersnangkutan

tersebut mempunyai hak untuk meluruskan yang benar.
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